
SEMINAR NASIONAL SIMPOSIUM 
HUKUM TATA NEGARA 

 

 

  

 

 

 

 

ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK 

Prof. Dr. Bagir Manan,S.H.,MCL. 
(Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) 

 

 

 

 

 

 

Sabtu, 29 Juni 2019                                                                                 

Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta  

KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN 

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA DAN PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 



Organisasi Sayap Partai Politik | 2  
 

 ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK 

Bagir Manan 

 

“Partai politik memainkan peran yang unik dan penting dalam 
sistem pemerintahan demokratis kita. Partai memungkinkan 

warga untuk berpartisipasi secara padu dalam sistem 

pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar 

jabatan publik. Mereka menyatukan kelompok-kelompok yang 

beragam dan bercerai berai sebagai satu kekuatan terpadu, 
menjadi lingkungan yang diperlukan antara cabang-cabang dan 

tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, dan menjamin 

kesinambungan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai 

juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi 

aktif dalam politik, menuntut politisi bertanggungjawab atas 

tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isu-
isu penting (ringkasan amicus curie yang diajukan oleh Komite 

Pembaharuan Partai dalam Colorado Republican Federal 

Campaign Committee v Federal Election Commission, 1996).1 

 

1. Pendahuluan 

Sebelum memulai obyek tentang “organisasi sayap partai politik”, 

ada baiknya ada catatan pendahuluan mengenai beberapa hal: 

“pengertian partai politik, partai politik dan demokrasi, partai politik di 

Indonesia”.  

1.1. Pengertian partai politik. 

Hingga saat ini tidak ada rumusan tunggal mengenai 

pengertian partai politik. Di bawah ini dicatat sejumlah pendapat. 

(1) Edmund Burke (1770): “Partai adalah kumpulan orang yang 

bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui 

usaha bersama mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip 

tertentu yang mereka semua sepakati”. 

(2) Anthony Downs (1957): “dalam arti luas, partai politik adalah 

koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat 

pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Yang kita maksud 

dengan koalisi adalah sekelompok individu yang memiliki 

tujuan tertentu yang sama dan saling bekerja sama untuk 

mencapainya. Yang kita maksud dengan aparat pemerintahan 

adalah perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan yang 

                                                           
1
 Versi Bahasa Indonesia buku Richard S. Katz - William Crotty, Handbook Of Party Politcs, yang diterjemahkan 

Ahmad Asnawi Hhandbook Partai Politik, 1914, hm. 8) 
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digunakan pemerintah untuk melaksanakan peran khusus 

dalam pembagian kerja. Yang kita maksud dengan cara sah 

adalah pengaruh yang melembaga atau sah”.  

(3) V.O. Key, Jr (1964): “Partai politik, setidaknya di kancah 

Amerika, cenderung menjadi „kelompok‟ khusus … dalam 

kumpulan pemilih secara keseluruhan, kelompok terbentuk 

dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai anggota 

partai … Dalam pengertian lain istilah „partai‟ bisa mengacu 

pada kelompok pekerja professional… Kadang-kadang partai 

menunjukkan kelompok-kelompok dalam pemerintahan … 

Seringkali partai mengacu pada suatu entitas yang termasuk 

salah satu dari partai di-dalam-pemilih, kelompok politik 

professional, partai-di-legislatif, dan partai-di-pemerintahan … 

Sebenarnya, pemakaian yang mencakup semua ini memiliki 

aplikasi yang sah, karena semua jenis kelompok yang disebut 

partai berinteraksi secara erat dan kadang-kadang mungkin 

sebagai satu jenis. Namun baik secara analitis dan operasional 

istilah „partai‟ paling sering mengacu pada beberapa jenis 

kelompok; dan kita perlu memperjelas makna di mana istilah 

ini digunakan”. 

(4) William Nisbet Chambers (1967): “Partai politik dalam arti 

modern dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relative 

tahan lama yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan 

dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur atau 

organisasi yang menghubungkan para pemimpin di pusat 

pemerintahan dengan pengikut rakyat yang signifikan di arena 

politik dan kantong-kantong lokal, dan menghasilkan perspektif 

atau setidaknya simbol-simbol indentifikasi atau kesetiaan 

kelompok”.  

(5) Leon D. Epstein (1980): “[Apa] yang dimaksud dengan partai 

politik adalah kelompok, meskipun terorganisir secara longgar, 

yang berusaha untuk memilih pemegang jabatan pemerintah 

dengan nama tertentu”.  
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(6) Ronald Reagan (1984): “Partai politik bukanlah persaudaraan. 

Ini bukan seperti dasi sekolah tua yang Anda kenakan. Anda 

bersatu dalam partai politik karena keyakinan tertentu tentang 

seperti apa seharusnya pemerintah”.  

(7) Joseph Schlesinger (1991): “Partai politik adalah kelompok yang 

terorganisir untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan 

atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan jabatan-

jabatan publik”.  

(8) John Aldrich (1995): “Partai politik dapat dilihat sebagai koalisi 

elit untuk merebut dan menggunakan jabatan politik. [Tapi] 

partai politik lebih dari koalisi. Partai politik adalah koalisi 

terlembaga, yang telah mengadopsi aturan norma, dan 

prosedur”.2     

Dari berbagai pengertian di atas, ada ada sejumlah ciri fungsi 

partai politik – antara lain: 

(1) kelompok yang memperjuangkan kepentingan nasional. 

(2) kelompok yang berusaha meraih, duduk dan mengontrol 

publik. 

(3) kelompok yang memilih untuk mengisi jabatan. 

(4) kelompok yang mempunyai keyakinan tentang bagaimana 

seharusnya pemerintahan (dijalankan). 

(5) kelompok yang bersatu atas dasar persamaan ideologi, 

persamaan gagasan atau cita-cita, persamaan gagasan atau 

program, persamaan persamaan kepentingan dan lain-lain. 

(6) sebagai sarana yang memberi kesempatan rakyat banyak 

mewujudkan hak-hak demokrasi (berpartisipasi dan mengontrol 

pemerintahan). 

Namun, dari semua unsur atau fungsi di atas, ada dua esensi 

partai politik yaitu Pertama; partai politik sebagai sarana 

demokrasi. Kedua; partai politik sebagai sarana memperjuangkan, 

duduk, mempengaruhi, dan mengontrol kekuasaan.  

                                                           
2
 Ahmad Asnawi, ibid, hlm. 4-5. 
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Berdasarkan esennsi ini dapat dibedakan antara: “partai 

politik sebagai sarana demokrasi dan partai politik sebagai sarana 

kekuasaan belaka. 

Sejarah mencatat, pernah ada partai Nazi (Hitler), partai 

Fascis (Mussolini), Partai Komunis (atau nama lain) di negara-

negara komunis. Selain sebagai “partai tunggal” (yang 

diperbolehkan), juga sebagai partai pendukung kekuasaan otoriter 

atau kediktatoran. Mungkin juga didapati lebih dari satu partai 

tetapi ada “partai dominan”, pendukung kekuasaan otoriter atau 

kediktatoran, atau berbagai partai itu senantiasa bersuara seragam 

mengelukan kekuasaan otoriter atau kediktatoran. Partai atau 

partai-partai semacam ini bukanlah sarana demokrasi. 

Bagaimana semestinya partai sebagai sarana demokrasi.  

 Walaupun ada partai politik yang tidak menjadi (bukan) 

sarana demokrasi, tetapi sebaliknya tidak ada demokrasi cq 

demokrasi perwakilan (representative democracy) tanpa partai 

politik. James Brice menegaskan, tidak ada pemerintah 

representatif tanpa partai politik. EE. Schattschneider menyatakan: 

“demokrasi modern tidak dapat dibayangkan tanpa partai”. Clinton 

Rossitter, dalam konteks Amerika menyatakan: “Tidak ada Amerika 

tanpa demokrasi tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada 

politik tanpa partai.3 

Di Indonesia sendiri, partai politik telah ada sejak masa 

penjajahan. Pada masa itu, partai-partai politik seperti „Indishe 

Partij‟, „PNI‟, Partai Serikat Islam, Partai Penyadar”, adalah sarana 

perjuangan melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Di 

masa penjajahan Jepang tidak ada partai politik, karena dilarang 

pemerintah pendudukan Jepang. Setelah merdeka partai politik 

berkembang atas dasar “Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 

1945 (16 Oktober 1945)”. 

 

 

                                                           
3
 Lihat, Ahmad Asnawi, ibid, hlm. 7. 
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2. Organisasi sayap partai politik 

Di masa lalu, baik dikalangan politik, ahli politik, pengamat 

politik, termasuk di kalangan pers, bahkan masyarakat biasa, cukup 

populer ungkapan atau istilah yang berasal dari bahasa Belanda 

“onderbouw” (baca: onderbow) untuk menggambarkan hubungan antara 

suatu partai politik dengan satu atau beberapa organisasi non politik. 

Bahkan secara tersurat maupun tersirat, sebutan “orderbauw” diartikan 

suatu atau beberapa organisasi non politik berada di bawah naungan 

atau berada dalam lingkungan partai politik tertentu. Sekedar beberapa 

contoh: “Pemuda Marhaenis, atau Pemuda Demokrat, Wanita Marhaenis 

atau Wanita Demokrat lazim dipertalikan, karena itu dianggap sebagai 

“onderbouw” PNI. GPII lazim dipertalikan dengan Masjumi, karena itu 

dianggap “onderbouw” Masjumi. Pemuda Sosialis, lazim dipertalikan, 

karena itu dianggap “onderbauw” PSI. Pemuda Rakyat, Gerwani lazim 

dipertalikan dengan, karena itu dianggap “onderbauw” PKI. Bahkan, 

hubungan semacam itu berkembang juga dikalangan mahasiswa dan 

pejalar. Gerakan Mahasiswa Sosial (Gemsos), dianggap “onderbauw” PSI. 

GMNI, GSNI dianggap “anderbauw” PNI. Sampai-sampai ada yang 

memandang, HMI dan PII adalah “anderbauw” Masjumi. Dalam 

perkembangan, pemakaian istilah “onderbauw” meluas ke organisasi non 

partai politik. Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, IMM dianggap sebagai 

“onderbauw” Muhamadiyah. GP. Ansor, Muslimat, PMII dianggap sebagai 

“onderbouw” Nahdhatul Ulama (NU). 

Pada saat ini, tidaklah lagi lazim dipergunakan sebutan 

“onderbouw”, tetapi dalam kenyataan, ada organisasi sosial yang berada 

di bawah naungan atau berada di bawah pengaruh, atau pendukung 

partai politik tertentu. Brigade Pemuda Nusantara tidak dapat 

dilepaskan dari Nasdem. Pemuda Kakbah dipertalikan dengan PPP. 

Pemuda Karya dipertalikan dengan Golkar. 

Sekedar tetap menggunakan istilah “onderbouw” (yang diharapkan 

berjalan paralel dengan sebutan “organisasi sayap”): “Apakah berbagai 

organisasi yang disebutkan “onderbouw” merupakan bagian atau 

bersatu secara integral, atau dibawah pengelolaan, atau pengaturan 
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partai politik yang bersangkutan? Ataukan yang selama ini disebut 

organisasi “onderbouw” itu lebih bernuansa sosiologis bukan yuridis? 

Dalam makna yuridis, didapati berbagai dasar hubungan antara 

organisasi “onderbouw” dengan suatu partai politik. Namun, sebelum 

menyampaikan catatan makna yuridis tersebut, ada baiknya terlebih 

dahulu dicatat tentang “makna asli”  kata “onderbouw” itu sendiri. 

Dalam pemahaman populer yang dikemukakan di atas, terkesan 

sebutan “onderbouw” menunjukkan sesuatu ada di bawah naungan atau 

dalam lingkungan sesuatu yang lebih tinggi. Berbagai organisasi atau 

kesatuan yang disebutkan di atas berada di bawah atau dalam naungan 

partai politik atau organisasi yang berkedudukan lebih tinggi. Hal ini 

sejalan dengan pengertian “onderbouw” sebagai “substruktur” 

(substructure). Tetapi secara yuridis, (status yuridis) didapati berbagai pola 

yang disebut “onderbouw”. 

Pertama; suatu organisasi yang bersatu dalam struktur organisasi 

partai yang bersangkutan, seperti satuan kepemudaan, kemahasiswaan 

dan pelajar, wanita dan lain-lain yang menjadi organ suatu partai politik. 

Kedua; satuan organisasi yang berstatus dan berdiri sendiri tetapi 

dibawah kendali dan kontrol partai politik. 

Ketiga; satuan organisasi yang berstatus dan berdiri sendiri di luar 

partai politik, tetapi disatukan dan menjadi pendukung tetap suatu 

partai politik karena persamaan ideologi, persamaan cita-cita dan 

gagasan sebagai dasar perjuangan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan 

politik. 

Keempat; satuan organisasi yang berstatus dan berdiri sendiri  sebagai 

pendukung tidak tetap tergantung pada program yang dijadikan isu 

utama dalam peristiwa tertentu seperti pemilihan umum (pemilihan 

Presiden dan atau anggota badan perwakilan rakyat). Dalam pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden yang baru berlalu, ada pernyataan-

pernyataan dukungan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden 

tertentu seperti dukungan “persatuan pondok pesantren, persatuan 

ulama, persatuan alumni suatu universitas dan lain-lain”. Di negara-

negara lain, partai-partai politik yang bersaing berusaha misalnya, 
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memperoleh dukungan dari “Serikat Sekerja” (Trade Unions) sebagai 

organisasi yang biasanya sangat “solid” dan berpengaruh. 

Pertanyaannya: “Apakah upaya mengidentifikasi “organisasi sayap 

partai” akan mencakup berbagai kemungkinan di atas atau hanya salah 

satu jenis organisasi atas dasar serta pola hubungan dengan partai 

suatu partai politik”?  

Pilihan ini penting, karena akan menentukan – antara lain – sifat 

hubungan hukum dan pertanggunngjawaban hukum partai politik 

terhadap organisasi sayap yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya 

akan menentukan hak dan kewajiban organisasi sayap partai terhadap 

partai politik. Dalam tatanan yang memberi wewenang kepada negara 

untuk – misalnya membubarkan suatu partai politik, akan terkait pula 

dengan eksistensi “organisasi sayap partai yang bersangkutan. Suatu 

saat, Pemerintah RI memutuskan melarang beberapa partai politik tanpa 

disertai larangan terhadap organisasi sayap partai karena dianggap tidak 

ada hubungan hukum yang bersifat organik antara partai politik yang 

terkena larangan dengan organisasi sayap yang bersangkutan. Kalaupun 

terkena larangan, bukan karena hubungan dengan partai tetapi karena 

termasuk penganut ideologi yang terlarang di negara yang bersangkutan. 

Pada peristiwa lain, keputusan melarang suatu partai politik termasuk 

organisasi sayap karena dipandang sebagai satuan organik dengan 

partai yang bersangkutan.  

 

3. Organisasi sayap sebagai sarana demokrasi dan sarana kelompok 

kepentingan. 

Kepada kita diajarkan tentang “supra struktur dan infra struktur 

politik. Infra struktur politik dibedakan antara partai politik (political 

parties), golongan kepentingan (interest groups), golongan penekan 

(pressure groups). Ada juga yang menyebut, tokoh politik (political 

figures) sebagai salah satu infra struktur politik. Dimana tempat kaum 

intelektual atau  kaum cerdik pandai, para ilmuwan (scientists)? Betapa 

besar peran “warga kampus” (para mahasiswa, dosen), kaum sarjana 

atas perubahan tahun 1966 (KAMI, KAPI/KAPPI, KASI) di samping 
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perserikatan buruh dan lain-lain. Kelompok ini memperjuangkan 

perubahan politik, tetapi bukan atas dasar kehendak turut serta atau 

menikmati kekuasaan, karena itu yang disebut “Angkatan 66”, 

menyebut diri sebagai “kekuatan moral” (moral force). Tentu saja, 

dikemudian hari banyak yang turut dalam kekuasaan dan sangat 

menikmati kekuasaan, bahkan ada yang berakhir di muka hakim 

(tragis).  

1. Organisasi sayap partai politik sebagai sarana demokrasi 

Pada kutipan “pembukaan tulisan ini, dicatat ringkasan 

“amicus curie” yang diajukan kepada Mahkamah Agung (supra) oleh 

Komite Pembaharuan Partai dalam perkara Colorado Republican 

Federal Compaign Committee v Federal Election Commission, 1996, 

yang menyatakan – antara lain – “partai politik memerankan peran 

yang unik dan penting dalam pemerintahan demokrasi. Partai 

memungkinkan warga berpartisipasi secara padu dalam sistem 

pemerintahan”. Dalam kaitan ini, kehadiran organisasi sayap partai 

politik, dapat berperan memperluas peluang partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan. Makin luas peluang partisipasi, makin lebih 

terjamin kehidupan berdemokrasi. Tentu saja peluang adalah peluang 

demokratis sesuai dengan makna partisipasi yang menunjukkan ada 

kebebasan, bukan mobilisasi. 

2. Organisasi sayap partai politik sebagai sarana memperjuangkan 

kepentingan yang diwadahi organisasi sayap partai politik. Organisasi 

sayap partai politik di bidang ketenagakerjaan (perburuhan), akan 

memperluas peluang keterkaitan memperjuangkan berbagai 

kepentingan kaum pekerja. Demikian pula halnya, organisasi  sayap 

partai di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. 

Namun dibalik segi-segi positif di atas, dapat terjadi yang 

sebaliknya yaitu apabila partai politik melakukan “kuptasi (cooptatie)” 

yang menjadikan organisasi sayap partai politik sekedar alat partai 

memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, hanya alat 

“machtsvorming” dan “machtsaanwending”. 
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4. Dasar konstitusional organisasi sayap partai 

Sebagai sebuah organisasi, yang disebut organisasi “onderbouw” 

atau “organisasi sayap partai politik” – terutama yang berbentuk 

organisasi mandiri – hanyalah salah satu jenis organisasi yang 

dibentuk (didirikan) atas inisiatif masyarakat (organisasi politik, 

organisasi ekonomi, organisasi sosial, organisasi keuangan, organisasi 

profesi dan lain-lain). Karena sekedar sebagai salah satu bentuk 

organisasi, berlakulah segala ketentuan hukum tentang organisasi, 

termasuk kebebasan membentuk dan menentukan status organisasi, 

sepanjang tidak bertentangan dengan tertib hukum yang diakui dan 

berlaku (legal order), ketertiban umum (public order), kepentingan 

nasional (national interest), merugikan atau membatasi hak-hak orang 

lain (injure and or limit the rights of others), atas dasar-dasar kenegaraan 

lainnya. 

Dalam UUD 1945, didapati dua pasal tentang jaminan hak atas 

kebebasan membentuk dan menjadi anggota organisasi: 

1. UUD 1945, Pasal 28: 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang”. 

2. UUD 1945, Pasal 28E ayat (3): 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat”. 

Ketentuan Pasal 28E ayat (3) dimasukkan dalam UUD 1945 

berdasarkan “Perubahan Kedua UUD 1945” (tahun 2000). Secara 

esensial (begrippen), Pasal 28E ayat (3) tidak berbeda dengan Pasal 

28. Suatu pengulangan yang berlebihan. 

Dalam konteks internasional dan manca negara, ketentuan-

ketentuan yang diatur UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) dapat 

dijumpai dalam: 

1. Deklarasi Hak Asasi Universal Declaration Of Human Rights, UN, 

1948. 

 Ps. 20 : 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly 

and association.  
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   2. No one may be compelled to belong to an association.4 

2. European Convention for the Protection of Human Righls and 

Fundamental Freedoms (1950). 

 Ps. 11 : 1. Everyone has the right to freedom of peacefull assemblly 

and to freedom of association with others, including the 

right to form and join trade union for the protection of 

interests.  

     2. No restriction shall be placed on the exercicise of these 

rights other then such are prescribed by law and are 

necessary in a democratic society in the interests of 

national security or public safety, or others. This Article not 

prevennt the imposition of lawful restiction of the exercise of 

these rights by members of the armed forces, of the police 

or the administration of the State.5  

3. Covenant of Civil and Political Rights (UN 1966) 

 Ps. 22 : 1. Everyone shall have the right to freedom of association with 

others, imcluding the rights to form and join trade unions 

for the protection of his interests.6 

4 American Convention On Human Rights (Pact of San Jose), Costarica, 

1969. 

 Ps. 16 : 1. Everyone has the right to associate freely for ideological, 

religious, political, economic, labor, social, cultural, sports, 

or other purposes.7  

                                                           
4
. 1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai. 

 2. Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu peserikatan (perkumpulan).   
5
 . 1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) atas kebebasan secara damai berkumpul dan kebebasan 

berserikat denga orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat sekerja 
untuk memperjuangkan/melindungi kepentingan mereka. 

 2. Tidak (boleh) ada pembatasan untuk menjalankan hak-hak ini selain dari yang ditentukan oleh hukum 
(undang-undang) dan sebagai sesuatu yang dianggap  perlu dalam tatanan masyarakat demokrasi untuk 
menjamin kepentingaan nasional, dan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan pihak (orang) 
lain. Ketentuan ini tidak mengurangi pembatasan yang sesuai (menurut) hukum terhadap hak anggota 
angkatan bersenjata, polisi, atau pejabat administrasi negara. 

6
  1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) atas kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak 

membentuk dan menjadi anggota serikat sekerja demi memperjuangkan/melindungi kepentingan 
mereka. 

7
  1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) secara bebas (berhak atas kebebasan) berserikat atas dasar 

(yang bersifat) ideologi, keagamaan, politik, ekonomi, pekerjaan, sosial, budaya, olahraga, atau untuk 
tujuan lain. 



Organisasi Sayap Partai Politik | 12  
 

5. African Charter On Human And People’s Rights (1981). 

 Ps. 10 : 1. Every individual shall have the right to free association 

provided that he abide by the law.8 

 

Berdasarkan ketentuan internasional atau manca negara yang 

disebutkan di atas, ada beberapa prinsip yang terkandung dalam UUD 

1945, Pasal 28, dan Pasal 28E ayat (3). 

Pertama; setiap orang berhak membentuk dan ikut serta dalam (menjadi 

anggota) organisasi (perserikatan), baik atas dasar ideologi, politik, 

keagamaan, ekonomi, pekerjaan, sosial, olah raga, dan lain-lain. 

Kedua; pembatasan membentuk atau ikut serta dalam (menjadi anggota) 

organisasi (perserikatan) hanya dapat dilakukan atas dasar 

pertimbangan yang bertalian dengan dasar-dasar atau demi kepentingan 

dan sesuai dengan tatanan masyarakat demokratis, kepentingan 

nasional, atau keamanan publik (national interest, public order, public 

interest). Pembatasan ini dimuat dalam UUD 1945, Pasal 28J ayat (2): 

“Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud serta-merta untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis”. 

Dapat pula ditambahkan, ketentuan-ketentuan UUD 1945, Pasal 

28 Pasal 28E ayat (3) dan ketentuan-ketentuan internasional maupun 

manca negara tersebut ada dalam lingkup jaminan dan perlindungan 

hak asasi manusia. Selain itu, secara historis pencantuman ketentuan 

UUD 1945, Pasal 28, merupakan hasil kesepakatan antara anggota-

anggota BPUPKI untuk memilih diantara berbagai ketentuan hak asasi 

manusia seperti tercantum dalam “Droit de l‟Homme et du Citoyen”, 

(1789). Untuk meyakinkan betapa penting ketentuan yang kemudian 

diatur dalam Pasal 28, Bung Hatta dalam pidato di hadapan Panitia 

                                                           
8
  1. Setiap individu atau setiap orang (akan) mempunyai hak atau kebebasan  berserikat dengan ketentuan, 

yang bersangkutan taat (memahami) hukum. 



Organisasi Sayap Partai Politik | 13  
 

Perancang Undang-Undang Dasar, BPUPKI, tanggal 17 Juli 1945 

menyebutkan: 

“usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya 

negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara 
pengurus itu nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara 
penindas”. 

 
5. Prospek organisasi sayap partai politik 

Di atas telah dikemukakan, peran yang dapat dijalankan 

organisasi sayap partai politik yaitu sebagai sarana memperluas 

partisipasi masyarakat (publik) dalam menjalankan demokrasi, dan 

sebagai sarana memper-juangkan dan menyalurkan kepentingan yang 

diwakili organisasi sayap partai, 

Telah pula dikemukakan, peran tersebut tidak akan tercapai 

apabila terjadi “kuptasi” (cooptatie) terhadap organisasi sayap partai 

sehingga semata-mata menjadi alat menambah kekuasaan dan kekuatan 

partai (partij machtsvorming dan machtsaanwending) terlepas dari upaya 

mengembang-kan demokrasi dan memperjuangkan kepentingan 

organisasi sayap partai. Hal ini dapat terjadi karena beberapa 

kemungkinan: 

Pertama; partai bukan (terutama) sebagai sarana demokrasi tetapi 

sebagai sarana otoriter, sarana primordialisme, atau sarana feodalisme. 

Partai hanya alat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. 

Kedua; organisasi sayap partai itu sendiri tidak memilki gagasan yang 

akan diperjuangkan, melainkan sekedar membutuhkan “pengakuan 

seremonial” seperti berpakaian seragam ala militer atau polisi. Di Inggris, 

atas dasar “Public Order Act”, dilarang dan merupakan pelanggaran, 

organisasi sipil menggunakan seragam seperti tentara atau polisi. 

Bagaimana semestinya organisasi sayap partai agar dapat benar-

benar menjadi sarana demokrasi dan sarana memperjuangkan 

kepentingan kelompok yang diwakili: 

Pertama; organisasi sayap partai harus menempatkan diri (ditempatkan) 

sebagai “partisipan” dan “equal foot”, dalam memikul hak, kewajiban 
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dan tanggung jawab partai, bukan sekedar sebagai “supporter” 

(pendukung) belaka. 

Kedua; organisasi sayap partai harus menempatkan diri (ditempatkan) 

sebagai “the budding power” (kekuatan yang sedang mekar/tumbuh atau 

dimekarkan), untuk pada waktunya menjadi unsur yang penuh 

kematangan dalam aktifitas partai. 

Ketiga; organisasi sayap partai, harus memiliki gagasan-gagasan sesuai 

dengan sifat organisasi untuk diperjuangkan agar menjadi garis 

perjuangan partai. 

 

6. Bentuk, kedudukan, dan status hukum organisasi sayap partai 

Di atas telah dikemukakan dasar konstitusional eksistensi 

organisasi sayap partai. Sesuai dengan dasar konstitusional tersebut, 

bukanlah “boleh atau tidak boleh ada organisasi sayap partai”. Persoalan 

hukum yang perlu diatur – antara lain: 

Pertama; tatacara pembentukan organisasi sayap partai. 

Kedua; bentuk hubungan organisasi sayap partai dengan partai. 

Ketiga; bentuk hukum organisasi sayap partai. 

Keempat; prinsip-prinsip umum yang menjadi tapal batas aktivitas 

organisasi sayap partai – baik aktivitas mandiri maupun aktivitas yang 

berkaitan dengan aktivitas partai. 

 

7. Penutup 

Setelah lepas dari kekuasaan komunisme, rakyat Polandia 

menikmati kembali kebebasan termasuk membentuk partai politik. Ada 

sejumlah penggemar minum bir, sebagai suatu bentuk “gurauan”, 

membentuk “Partai Penggemar Bir”. Dalam perjalanan, pada saat-saat 

berkumpul, para anggota partai ini melakukan diskusi-diskusi yang dari 

waktu ke waktu menjadi serius dan melahirkan berbagai program serius 

pula. Pada pemilihan umum 1991 “Partai Penggemar Bir” yang memiliki 

berbagai program serius tersebut ikut pemilihan umum dan memperoleh 

16 kursi di Majelis Rendah (Sejm) Parlemen Polandia.  
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Barangkali sudah waktunya partai-partai politik di Indonesia, 

lebih mengkedepankan gagasan-gagasan yang konkrit sebagai dasar dan 

garis perjuangan, dan berangsur-angsur meninggalkan cara-cara 

memperoleh dukungan atas dasar primordialisme baik yang bersifat 

ideologis, mengandalkan peran sejarah seseorang dalam partai atau 

kewibawaan pribadi, dasar keturunan dan lain-lain semacam itu. 

Mestinya tidak lagi mencukupi partai-partai sekedar mencantumkan 

dasar Pancasila dan UUD 1945, sekedar menyatakan mempertahankan 

Pancasila, UUD 1945, sekedar menyatakan mempertahankan Pancasila, 

UUD 1945, NKRI, ke-bhinneka-an. Partai harus memiliki gagasan dan 

program untuk wewujudkan secara substantif Pancasila, UUD 1945, 

NKRI, ke-bhinekaan. Perlu disadari, rakyat Indonesia makin cerdas dan 

makin sadar mengenai cita-cita kemerdekaan yang harus diwujudkan di 

masa depan. Organisasi sayap partai dapat berperan sebagai sumber 

dan pembawa gagasan yang menjadi garis perjuangan partai. 

 

 

Jakarta, 26 Juni 2019 
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